
 

 

 

 

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 1 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 361 TAHUN 2005 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT        

NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH    
KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN                      

PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA                                                   
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                                                                      

KABUPATEN GARUT 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan besaran tunjangan 
perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut 
Nomor 361 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2005 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 237 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 361 Tahun 
2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Garut, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 361 
Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Garut; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                            

Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                                           

Nomor 4540); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                     
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5589); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      
Nomor 4712);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4587);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                        
Nomor 5104); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                         
Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 27); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 
22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut                   
Tahun 2014 Nomor 22); 

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 907 Tahun 2014 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 
Nomor 88); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 361 TAHUN 2005 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 18 TAHUN 2005 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG 

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GARUT. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 361 Tahun 2005 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 
Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 
237 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 361 

Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan 

Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan 
diberikan tunjangan perumahan. 
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(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam 
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan 
sumpah/janji. 

(3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah); 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu 
rupiah); dan 

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

(4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipotong PPh. 

(5) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD 

dalam Pos Sekretariat DPRD. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 2 - 1 - 2015  

 B U P A T I  G A R U T,    

                                                                                    t t d 

     RUDY GUNAWAN 

 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 2 - 1 - 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  

                          t t d      

  I M A N  A L I R A H M A N 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2015 NOMOR 1 

 

 

 

 

 


